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Nomor KTA: 21.03112 

Nomor KT A: 21.10489 

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat 

Magang* pada kantor lndrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) 

Law Firm dan Heivy Mandang & Partners yang memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, 

Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, email integrity@integritylawfirms.com, baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. 

Selanjutnya disebut sebagai .................................................................................................. Pemohon 

terhadap 

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, berkedudukan di Jalan Raya Tomohon, Kakaskasen, 

Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. 

Selanjutnya disebut sebagai .................................................................................................. Termohon 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan 

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, berdasarkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 

Desember 2024 pukul 15:00 WITA [Bukti P-4] (Permohonan). 

Selanjutnya disebut sebagai .................................................................................... Objek Permohonan 

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut: 

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (UU Pilkada)

yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada 

Perkara perse/isihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan 

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. 
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2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi

berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dalam hal ini pemilihan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada 

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan 

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten!Kota. 

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari 

kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh 

Termohon. 

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA

[vide Bukti P-4]. Kemudian 3 (tiga) hari kerja sejak hari Selasa adalah hari Kamis tanggal 5

Desember 2024. Sehingga, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi

adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.

3. Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5

Desember 2024.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah

Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan ca/on Walikota 

dan Wakil Walikota; 

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 berdasarkan KKPU Tomohon 327/2024 (vide Bukti P-3].
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Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.679 

(seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) suara. 

No. Urut Nama Pasangan Galon Jumlah 

1 Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, 7.342 

S.H. 

2 Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, 29.494 

S.Kom.

3 Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys 31.173 

Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. 

Jumlah Suara Sah 68.009 

Jumlah Suara Tidak Sah 615 

Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah) 68.624 

8. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut

3 di atas melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU

Pilkada, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara

terstruktur, sistematis, dan masif berupa dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Pasangan

Calon Nomor Urut 3 yang merupakan petahana (incumbent), mobilisasi Aparatur Sipil Negara

(ASN), politik uang (money politics), dan dugaan-dugaan lainnya yang akan Pemohon jelaskan

secara terperinci.

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda

pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistis, di antaranya

dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVl/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;

c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;

d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;

e. Putusan Nomor 135/PHP .BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan

f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

10. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada

pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil

kedudukan hukum (legal standing) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pilkada

dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa

putusan-putusan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

d. Putusan Nomor 1 00/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;

f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
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Pemenangan Pasion Nomor 03 dengan perintah untuk memilih Pasion Walikota Tomohon 

Nomor Urut 03 

e. JUNUS PETRUS ROMBON, NIK 7173050206680001 beralamat di Kelurahan Taratara Tiga

Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar

pada saat kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum pemilihan Galon Walikota dan Wakil

Walikota Tomohon ia menerima 3 Pak beras dengan berat kurang lebih 3 kg per pak dari

Bapak Ober Mondoringin yang merupakan Tim Sukses Pasion Nomor Urut 03 dan pada

tanggal 25 November 2024 menerima uang sebesar Rp300.000,- di Kelurahan Taratara

Lingkungan IV

f. DEETJE RUNTU, NIK 7173056012780001 beralamat di Kelurahan Woloan Satu

Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kata Tomohon, yang menyatakan bahwa benar

pada 21 November 2024 ia menerima beras sebanyak 3 kg, pada 23 November 2024

sejumlah 2 pak beras kurang lebih 3 kg per pak, dari Tim Sukses Pasion Nomor Urut 03 dan

pada tanggal 27 November 2024 menerima uang sebesar Rp300.000,- di Kelurahan Woloan

Satu Lingkungan I dari Monika Makahekung yang merupakan Tim Pemenangan Pasion

Nomor 03 dengan perintah untuk memilih Pasion Walikota Tomohon Nomor Urut 03

g. NORI WONGKAR, NIK 7173036911640001, beralamat di Kelurahan Wailan Lingkungan I

Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar pada tanggal

26 November 2024 ia menerima uang sebesar Rp300.000,-di Kelurahan Wailan Lingkungan

I dari Silya Gelly Lolong yang merupakan Tim Pemenangan Pasion Nomor 03 dengan

perintah untuk memilih Pasion Walikota Tomohon Nomor Urut 03

2. Bahwa beredar Video Perhitungan Hasil Pemilihan Umum di TPS 1 Kel. Kaskasen Satu Kee.

Tomohon Utara, dimana pada saat panitia menyebutkan nama Pasion Nomor Urut 3 masyarakat

pemilih serempak berteriak "tiga ratus" yang diduga teriakan tersebut diartikan sebagai imbalan

/ serangan fajar berupa uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada

Masyarakat pemilih yang memilih Pasion Nomor Urut 3 . Hal ini bahkan menjadi berita di media

masa dengan judul "Emak - emak di TPS Kakaskasen Satu Tomohon Teriak "Bongkar

Basis" dan "300", Apa Maksudnya?" link berita

https://www.pronewsnusantara.com/emak-emak-di-tps-kakaskasen-satu-teriak-bongkar-basis­

dan-300-apa-maksudnya/

3. Bahwa beredar chatingan grup whatsapp "CSSR 24 LANJUTKAN" yang membahas mengenai

pembagian uang kepada Masyarakat Kota Tomohon dengan syarat mereka memilih Pasion

Nomor Urut 3.

4. Bahwa dari uraian di atas telah nyata Pasangan Galon Nomor Urut 3 (Petahana) melakukan

money politics, sehingga patutlah untuk surat-surat suara Pasion Nomor Urut 3 dianggap tidak

Sah.

0.3. Keterlibatan Camat, Lurah, ASN, dan Satpol PP untuk Memenangkan Pasangan Calon 

Petahana Nomor Urut 3 

1. Bahwa Pasangan Galon Nomor Urut 3 (Petahana) melibatkan para pejabat - pejabat eselon dua

dan tiga dalam upaya pemenangan Pasion Nomor Urut 3 (Petahana). Hal ini dibuktikan dengan:
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a. Terdapat grup chat whatsapp "Info Pemkot Tomohon" dimana anggota grup tersebut yaitu

Sekertaris Kota, Para Asisten 1, 2, dan 3, Staf Ahli Walikota, Kadis dan Kepada Sadan,

Kepala Sagian, dan Camat di Kota Tomohon.

b. Dalam grup chat whatsapp "INFO PEMKOT TOMOHON" dilakukan kegiatan TSM

(terstruktur, sistematis dan masiD yang dilakukan oleh sejumlah Pejabat Aparatur Sipil

Negara Kota Tomohon.

c. Seredar foto yang dikirim oleh PL T Kaban lnspektorat sekaligus Kadis Catatan Sipil dan

Kependudukan mengenai Rapat Koordinasi bersama ASN, Nakon dan Perangkat Kelurahan

Kakaskasen yang dipimpin oleh PL T Kaban lnspektorat sekaligus Kadis Catatan Sipil dan

Kependudukan yang dihadiri oleh Camat Tomohon Utara, ASN, Nakon dan perangkat

Kelurahan Kakaskasen, dimana dalam rapat tersebut diduga ada arahan untuk

memenangkan calon Pasion Nomor Urut 3 (Petahana) dalam Pilkada Walikota Tomohon.

d. Sahwa beredar foto dalam dan video dalam chatingan grup "Info Pemkot Tomohon" yang di

upload oleh Camat Tomohon Utara Ricky Supit dimana foto dan video tersebut mengenai

masa yang hadir saat Pasion Nomor Urut 3 mendaftar untuk mengikuti Pilkada Walikota dan

Wakil Walikota Tomohon dan pada chatingan tersebut di respon oleh Kadis Pemuda dan

Olahraga berupa Stiker Suat Sampai Jadi hal ini menunjukkan keberpihakan oknum pejabat

ASN di Kota Tomohon.

e. Seredar foto pejabat ASN Kota Tomohon yaitu Kabag Hukum, Sekertaris Dewan dan Kabag

Pemerintahan dalam suatu acara dimana dalam foto tersebut ada gestur tangan tiga jari

yang identik dengan gestur paslon nomor urut 3.

f. Terdapat intimidasi kepada camat Tomohon Sarat yang dilakukan oleh sejumlah Pejabat

ASN Kota Tomohon dikarenakan camat Tomohon Sarat diduga tidak solid kepada atasan

karena beredar foto dari Camat Tomohon Sarat dengan Pasion lain. lntimidasi tersebut

antara lain berupa komen chatingan dari Cam at T omohon T engah yang mengatakan bahwa

Penghianatan ada/ah ha/ biasa bagi orang yang tidak memiliki hati Nurani dan komen

chatingan tersebut dibalas oleh Kabag Perekonomian yang juga merupakan istri dari Ketua

DPRD Kota Tomohon yang mengatakan "User jo dari grup" maksudnya "usir saja dari

grup" yang kemudian chatingan tersebut dibalas lagi oleh Sekertaris Pribadi mengatakan

"Nti kaluar sandiri" yang artinya "Nanti keluar sendiri" dimana chatingan tersebut dibalas

lagi oleh Kabag Hukum yang mengatakan "nanti tong se kaluar pak" yang artinya "nanti

kami keluarkan pak". Ada juga chatingan dari Camat Tomohon Utara yang mengatakan

"Masih Caroll J. A. Senduk komang torang pe Pimpinan I Wa/ikota Pak Camat

@Rosevelti" yang artinya "Pemimpin kita Masih Walikota Caroll J. A. Senduk pak

Camat@Rosevelti (Camat Tomohon Tengah)" yang kemudian chatingan tersebut dibalas

oleh Kepala Sadan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah mangatakan "Loyalitas pada

pimpinan adalah harga mati bagi seorang birokrat". Ada juga chatingan dari Kadis PUPR

yang mengatakan "lzin Bu Ass, ini suatu sikap yang tidak baik. Harusnya sebagai

bawahan qt harus loyal dan menghargai dan menghormati pimpinan yakni Pak

Walikota"

2. Sahwa dari bukti chatingan para Eselon Dua dan Tiga Pemkot Tomohon ini yang dimana didalam

grup tersebut ada Pasion Nomor Urut 3, sangat terlihat adanya keberpihakan mereka kepada

Pasion Nomor Urut 3 dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.
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9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menu rut hukum bagi Majelis

Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon a quo kiranya berkenan untuk

membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) dalam

pemilihan Walikota dan Wakilwalikota Tomohon Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang

diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan

suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

No. Urut Nama Pasangan Calon Jumlah 

1 Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, 7.342 

S.H. 

2 Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, 29.494 

S.Kom.

3 Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys 0 

Adolfina Rumajar, S.E., M.1.Kom. 

Jumlah Suara Sah 36.836 

Jumlah Suara Tidak Sah 31.788 

Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah) 68.624 

10. Bahwa dari tabel tersebut pada angka 7, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 oleh Termohon atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk

melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-kota Tomohon tanpa keikutsertaan

Pasangan Calon Nomor Urut 3, Carol Joram Azarias Senduk, SH dan Sendy Gladys Adolfina

Rumajar, SE., M.I.Kom, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan.
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E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang

ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA sepanjang untuk

perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H.

& Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun

2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan

pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, yang benar menurut Pemohon

sebagai berikut:

No. Urut Nama Pasangan Calon 

1 Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H. 

2 Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom. 

3 Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina 

Rumajar, S.E., M.I.Kom. 

Jumlah Suara Sah 

Jumlah Suara Tidak Sah 

Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah) 

5. Memerintahkan kepada KPU Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Jumlah 

7.342 

29.494 

0 

36.836 

31.788 

68.624 

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang

ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA.

3. Memerintahkan KPU RI untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di seluruh Tempat Pemungutan

Suara se-Kota Tomohon tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll

Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. dalam waktu

paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan.

4. Memerintahkan kepada KPU Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU 

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona). 
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